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PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sistem pendidikan Indonesia yang disahkan dalam UU Nomor 20
tahun 2003 dan kebijakan yang ada  di  Indonesia  berdasarkan Undang-
Undang  Dasar  1945  ayat  1  menyebutkan  bahwa  negara  memberikan
jaminan sepenuhnya kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh
layanan  pendidikan  yang  bermutu.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  anak
berkebutuhan  khusus  atau  anak  luar  biasa  berhak  pula  memperoleh
kesempatan  yang  sama  dengan  anak  lainnya  dalam  pendidikan.
Penyelenggara Pendidikan harus menjadikan acuan akan dijaminnya setiap
individu siswa dalam memperoleh hak belajar agar diberikan akomodasi
yang optimal bagi semua peserta didik. Terbentuknya akomodasi berupa
layanan pembelajaran dan aksesibilitas bagi semua peserta didik menjadi
pilihan utama agar proses belajar dari siswa dapat memberi hasil yang baik
bagi upaya pembangunan sumber daya manusia tidak terkecuali  peserta
didik berkebutuhan khusus.
Pendidikan  inklusif  telah  disepakati  oleh  banyak  negara  untuk
diimplementasikan  dalam  rangka  memerangi  perlakuan  diskriminatif
(Sunanto,  2009, hlm.  78).  Pengakuan atas  hak pendidikan setiap warga
negara  juga  diperkuat  dalam  berbagai  deklarasi  internasional.  Sepeti
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusi pada tahun 1948, Deklarasi Dunia
tentang Pendidikan Untuk Semua pada tahun 1990, Peraturan Standar PBB
tentang Persamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat pada tahun
1993,  Pernyataan  Salamanca dan Kerangka  Aksi  UNESCO pada  tahun
1994, Undang-Undang Penyandang Kecacatan pada tahun 1997, Kerangka
Aksi Dakar pada tahun 2000, dan Deklarasi Kongres Anak Internasional
pada tahun 2004. 
Pendidikan  yang  diselenggarakan  secara  inklusif  atau  sering
disebut  pendidikan  inklusif  adalah  pendidikan  yang  didasari  semangat
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untuk memberikan layanan pendidikan pada setiap warga negara.  Model
pendidikan   inklusif  merupakan  perkembangan  terkini  dari  model
pendidikan  bagi  Anak  Berkebutuhan  Khusus  yang  secara  formal
ditegaskan  dalam  pernyataan  Salamanca  tahun  1994  pada  Konferensi
Dunia   tentang  Pendidikan  Berkelainan  bahwa  “Prinsip  mendasar  dari
pendidikan  inklusif  adalah:  selama  memungkinkan,  semua  anak
seyogyanya belajar  bersama-sama tanpa  memandang kesulitan ataupun
perbedaan yang mungkin ada pada mereka” .
Berdirinya sekolah inklusif  otomatis  berpengaruh pada implikasi
dalam sistem pendidikan yang akan dijalankan. Sederhanana, system yang
berjalan  di  sekolah  inklusif  harus  mampu  mengakomodasi  setiap
keberagaman  peserta  didiknya.  Poin  terpenting  dalam  pelayanan
pendidikan  inklusi  adalah  memberikan  pelayanan  pendidikan  yang
berkualitas  bagi  setiap  anak  dan  membantu  mereka  agar  mencapai
perkembangan yang optimal. Menurut Alimin (2011, hlm. 71) Pendidikan
inklusif  sangat  peduli  dalam  memberikan  respon  terhadap  spektrum
kebutuhan  belajar  yang luas,  baik  itu  dalam setting  Pendidikan  formal
maupun non-formal.
Permendiknas  70  tahun  2009  tentang  pendidikan  inklusif
menyatakan  bahwa  pendidikan  inklusif  didefinisikan  sebagai  sistem
penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua
peserta  didik  yang memiliki  kelainan  dan  memiliki  potensi  kecerdasan
dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti  pendidikan atau pembelajaran
dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik
pada umumnya. Yang artinya hal ini merupakan suatu perkembangan ben-
tuk pelayanan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas dengan
bentuk  penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  yang  bertujuan  untuk
memberikan  kesempatan  seluas-luasnya  dan  mewujudkan
penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak
diskriminatif.
Seiring  dengan  beberapa  peraturan  perundang-undangan  di  atas,
Provinsi Jawa Timur mendukung pelaksanaan Pendidikan inklusif melalui
Pergub No 30 Tahun 2018  pasal 3 tentang setiap satuan pendidikan pada
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setiap  jenjang  dan  jenis  pendidikan  menyelenggarakan  pendidikan
inklusif. Terkhusus Kota Surabaya telah memberikan regulasi pelaksanaan
pendidikan inklusi antara lain dengan penunjukkan 51 SD Negeri dan 20
SMP  Negeri  sebagai  penyelenggara  pendidikan  inklusif  oleh  Dinas
Pendidikan  Kota  Surabaya.  Seluruh  sekolah  yang  ditunjuk  oleh  Dinas
Pendidikan  Kota  Surabaya  tersebut  hampir  keseluruhan  sudah  menda-
patkan  pelatihan  tentang  pengelolaan  pendidikan  inklusif  dalam
membentuk  budaya  inklusif  di  sekolah  dan  proses  pembelajaran
berdasarkan kebijakan  inklusif  yang  dilaksanakan secara inklusif.
Kebijakan  Dinas  Pendidikan  Kota  Surabaya  dalam
menyelenggarakan pendidikan inklusif  jenjang SMP sesungguhnya telah
dimulai tahun 2008 bertujuan untuk melaksanakan Permendiknas 70/2009
yaitu  mewujudkan  program  wajib  belajar  9  tahun  dan  mempersiapkan
keberlanjutan  lulusan  peserta  didik  dari  sekolah  dasar   negeri  yang
menyelenggarakan  pendidikan  inklusif  ke  sekolah  menengah  pertama
negeri yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.
Dinas Pendidikan Kota Surabaya menunjuk 1 SMP Negeri sebagai
penyelenggara pendidikan inklusif  yang  pertama  kali  yaitu SMP Negeri
29  Surabaya di Tahun 2008. Selanjutnya berturut-turut terus melakukan
perluasan  di  tahun  2012  yang  menunjuk  4  SMP  Negeri  sebagai
penyelenggara pendidikan inklusif yaitu SMP Negeri 5, SMP Negeri 28,
SMP Negeri 36 dan SMP Negeri 39 Surabaya. Tahun 2013 menunjuk 4
SMP Negeri, yaitu SMP Negeri 13, SMP Negeri 27, SMP Negeri 30, SMP
Negeri 31 dan SMP Negeri 37 Surabaya. Tahun 2014 menunjuk 10 SMP
Negeri  penyelenggara  pendidikan  inklusif,  yaitu  SMP  Negeri  4,  SMP
Negeri 20, SMP Negeri 32, SMP Negeri 40, SMP Negeri 43, SMP Negeri
44, SMP Negeri 45, SMP Negeri 46, SMP Negeri 47, dan SMP Negeri 52
Surabaya.  Tahun 2017 menunjuk 3 sekolah  yaitu  SMP Negeri  7,  SMP
Negri  9,  SMP  Neger  23  Surabaya.  Tahun  2019  kembali  menunjuk  2
sekolah lagi yaitu SMP Negeri 55 dan SMP Negeri 57 Surabaya. 
Dalam melaksanakan sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif
dibutuhkan sebuah perencanaan, dan pengelolaan yang tepat, dalam hal ini
diartikan  dengan  kata  manajemen  atau  management.  Terry  (1968),
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menyatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang khas yang
meliputi  kegiatan:  planning,  organizing,  actuating,  dan  controling
(POAC) yang dilaksanakan untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang
telah ditetapkan dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber
daya lainnya.
 Pengertian  manajemen  pendidikan  inklusi  yaitu  proses
perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan dan pengawasan usaha para
anggota  organisasi  dan  penggunaan  sumber  daya  organisasi  untuk
mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  penyelenggaraan
pembelajaran pada sekolah inklusi (Suryosubroto, 2004).
Berdasarkan  pengamatan  awal  pada  pengelolaan  sekolah
penyelenggara  pendidikan  inklusif  di  Surabaya,  masalah-masalah  yang
muncul  terkait  perencanaan  (planning),  pengorganisasian  (organizing),
pelaksanaan (actuating), dan pengendalian (controlling) di sekolah inklusif
bersumber  pada  guru,  peserta  didik,  orangtua,  sekolah,  masyarakat,
pemerintah, sarana dan prasarana yang kurang, dan kurangnya kerjasama
dari berbagai pihak. Masalah itu berdampak pada ketercapaian target yang
diberikan  oleh  Dinas  Pendidikan  Kota.   Penyelesaian  masalah-masalah
tentang  pendidikan  inklusif  dapat  ditemukan  titik  terangnya  jika  ada
penelitian  yang  mendalam tentang  pelaksanaan  inklusif,  terutama  pada
sekolah yang sudah membudayakan inklusif. Tindak lanjutnya penanganan
masalah  pendidikan  inklusif  memerlukan  pengelolaan  atau  manajemen
yang efektif.
Perencanaan  (planning)  pendidikan  inklusi  merupakan  kegiatan
menentukan tujuan serta merumuskan pendayagunaan manusia, keuangan,
metode,  peralatan serta  seluruh sumber daya yang ada untuk efektifitas
pencapaian  tujuan  pendidikan  secara  efektif  dan  efisien  (Suryosubroto,
2004). 
Permasalahan yang muncul pada awal observasi yaitu tipe peserta
didik  berkebutuhan  khusus  yang  berbeda-beda  yang  memerlukan
penanganan yang berbeda dan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus
yang  melebihi  kuota  dalam  penerimaan  peserta  didik  baru  di  tiap
Khalisha Aulia Ningrum, 2020
STUDI EVALUATIF PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 
KOTA SURABAYA
Universitas Pendidikan Indonesia | reposiroty.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
tahunnya. Sehingga membuat guru dan tenaga pendidik lainnya tidak bisa
memberikan layanan pendidikan secara maksimal. 
Pengorganisasian  (organizing)  pendidikan  inklusi  menyangkut
pembagian  tugas  untuk  diselesaikan  setiap  anggota  dalam  upaya
pencapaian  tujuan  yang  telah  direncanakan.  Dalam  pengorganisasian
dilakukan hal-hal berikut: 
1. Penerimaan  fasilitas,  perlengkapan  dan  staf  yang  diperlukan
untuk melaksanakan rencana. 
2. Pemilihan, pelatihan, dan pemberian informasi kepada staf. 
 Permasalahan  yang  muncul  yaitu  minimnya  alat  peraga  untuk
peserta  didik  berkebutuhan khusus  didalam melaksanakan pembelajaran
sehingga  berdampak  pada  belum  berkembangnya  potensi  dari  peserta
didik  berkebutuhan  khusus  tersebut.  Misalnya,  belum  adanya  buku
pelajaran yang diterjemahkan kedalam braille bagi anak dengan hambatan
penglihatan atau tunanetra.  
Selain  itu  permasalahan  lainnya  juga  mengenai  guru  kurang
memiliki  kompetensi  dalam  menangani  peserta  didik  berkebutuhan
khusus.  Hal  ini  dapat  disebabkan  kurangnya  pemahaman  guru  tentang
anak  berkebutuhan  khusus  dan  sekolah  inklusif.  Kemudian  berdampak
pada guru kesulitan dalam kegiatan belajar mengajar. Kurangnya tenaga
ahli pada bidang pendidikan khusus semakin menambah beban kerja guru,
baik administrasi maupun jam mengajar. Selanjutnya hal ini juga secara
tidak  langsung  berdampak  pada  penanganan  peserta  didik  di  sekolah
menjadi tidak maksimal.
Pelaksanaan  (actuating)  menurut  Terry  (1968),  adalah
membangkitkan  dan  mendorong  semua  anggota  kelompok  supaya
berkehendak dan berusaha dengan keras  untuk mencapai  tujuan dengan
ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian
oleh pimpinan.  Pelaksanaan Pendidikan inklusi  meliputi  kepemimpinan,
pelaksanaan  supervisi,  serta  pengelolaan  hubungan  sekolah  dan
masyarakat sehingga tujuan sekolah inklusi dapat tercapai.
Permasalahan  yang  ditemukan  pada  awal  observasi  yaitu
penanganan peserta didik di sekolah yang kurang maksimal, disebabkan
guru  kurang  memahami  modifikasi  kurikulum  yang  dibuat  untuk
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pembelajaran  peserta  didik  berkebutuhan khusus.  misalnya  pada  proses
belajar mengajar guru tidak mengacu pada Program Pendidikan Individual
(PPI)  yang  sudah dibuat,  sehingga  berdampak  pada  potensi  anak  yang
tidak bisa berkembang. 
Beban  guru  semakin  berat,  ketika  berhadapan  pada  kenyataan
bahwa  banyak  dari  orangtua  peserta  didik  berkebutuhan  khusus  tidak
peduli  terhadap  perkembangan  anaknya,  dan  beberapa  orang  tua
berekspektasi  tinggi  dengan  adanya  sekolah  inklusi  dapat  mengubah
perilaku  anak  berkebutuhan  khusus  sama  dengan  anak  pada  umunya.
Kepedulian orangtua dapat disebabkan pemahaman orangtua tentang anak
berkebutuhan khusus masih kurang.
Di sisi lain sikap kepedulian terhadap sesama belum tergambarkan
pada  sekolah  yang  telah  melaksanakan  pendidikan  inklusif  ini,  misal
masih adanya diskriminasi antara peserta didik berkebutuhan khusus dan
peserta didik lainnya, membuat peserta didik berkebutuhan khusus tidak
percaya  diri  untuk  bergaul  atau  berinterakasi  dengan  teman  lainnya,
begitupun peserta didik yang lainnya,  tidak ada kemunculan rasa peduli
untuk  mengajak  peserta  didik  berkebutuhan  khusus  bermain  bersama
mereka. 
Pengawasan (controlling)  menurut Terry (1968),  adalah tindakan
untuk  memastikan  aktivitas-aktivitas  kelompok  agar  sesuai  dengan
rencana. Mengevaluasi organisasi ada lima macam pendekatan yaitu: (a)
pendekatan menyeluruh, (b) pendekatan informal, (c) pendekatan ideal, (d)
pendekatan  kuantitatif,  (e)  pendekatan  bandingan.  Dengan  demikian
pengawasan  mempunyai  arti  membimbing,  menertibkan,  mengatur,  dan
menguji kebenaran. 
Permasalahan  yang  muncul  pada  awal  observasi  yaitu  belum
diadakannya evaluasi penyelengaraan pendidikan inklusif di sekolah yang
sudah melaksanakan program tersebut selama lebih dari 3 tahun. Dalam
melaksanakan  evaluasi  pelaksanaan  pendidikan  inklusi,  sekolah  bahkan
dinas pendidikan kota Surabaya belum memiliki rujukan yang pasti dalam
mengukur atau menguji pelaksaan pendidikan inklusif di sekolah.
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Menurut  Ainscow  (2006)  dan  Carrington  &  Macarthur  (2012)
untuk  mengukur  kualitas  sekolah  dalam mengelola  pendidikan  inklusif
dapat  menggunakan  dimensi  indeks  inklusif.  Dimensi  indeks  inklusif
adalah suatu kerangka nilai-nilai yang mendasari tindakan yang diperlukan
untuk  bergerak  ke  arah  masyarakat  yang  lebih  inklusif.  Nilai-nilai
komunitas  sekolah  mempengaruhi  kebijakan  dan  praktik  di  sekolah.
Kesuksesan  dalam  menerapkan  dimensi  indeks  inklusi  dilihat  dari
bagaimana  sebuah  ide  dan  semua  bisa  berjalan  dengan  baik  serta
mendukung satu sama lain. Dimensi indeks inklusi mencakup tiga ranah
dimensi,  yaitu  menciptakan  budaya  inklusif,  menghasilkan  kebijakan
inklusif,  dan  penyusunan  pelaksanaan  inklusif.  Masing-masing  dimensi
memiliki  dua  subdimensi  yaitu,  dimensi  budaya  inklusif  meliputi
membangun komunitas, dan nilai-nilai inklusif, dimensi kebijakan inklusif
meliputi  mengembangkan penyetingan untuk semua,  dan mengorganisir
dukungan  untuk  keanekaragaman,  dan  dimensi  pelaksanaan  inklusif
meliputi mengharmoniskan bermain dan belajar, dan menggalang sumber
belajar. Masing-masing subdimensi meliputi beberapa indikator.
Temuan lapangan oleh Wati (204),  pada sekolah dasar di  Banda
Aceh terdapat kendala yang dihadapi diantaranya kurangnya pembiayaan
pendidikan  untuk  memenuhi  keperluan  penyelenggaraan  pendidikan
inklusif,  kurangnya  tenaga  guru  pendamping  khusus,  dan  kurangnya
fasilitas  sarana  dan  prasarana  dalam  mendukung  pembelajaran  yang
berfungsi sebagai alat bantu untuk melayani kebutuhan belajar siswa.
Temuan lapangan oleh Praptiningrum (2010) terhadap kenyataan di
lapangan  atas  penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  masih  menjadi
fenomena.  Fakta  di  lapangan  menunjukkan  karakteristik  anak
berkebutuhan khusus yang diterima belum sesuai kebijakan, seperti dalam
hal penerimaan jenis kekhususan yang tidak dibatasi, tenaga pendidik belu
memiliki pemahaman, dan pengalaman yang memadai untuk membimbing
siswa  berkebutuhan  khusus  dalam  kegiatan  belajar  mengajarnya,
kurangnya  keterlibatan  dukungan  dari  orang  tua  secara  langsung  yang
seharusnya  sangat  diperlukan  untuk  keberhasilan  penyelenggaraan
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pendidikan inklusif, dan dukungan pemerintah daerah maupun pusat yang
belum  merata  dan  masih  sangat  terbatas,  baik  dalam  dukungan  teknis
(keterlibatan dalam pelaksanaan dan evaluasi pendidikan inklusif) maupun
bantuan non-teknis (dana maupun peralatan).
Temuan lapangan lainnya oleh  Tarmansyah (2009) pada sekolah
dasar  di  Padang,  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan
pendidikan  inklusif  antara  lain,  guru  menggunakan  kurikulum  tanpa
menyesuaikan  kebutuhan  anak,  latar  belakang  pendidikan  guru
pendamping khusus tidak sesuai dengan spesialisasi yang diambil, masih
ada  beberapa  guru  yang  belum  bisa  menerima  kehadiran  anak
berkebutuhan  khusus,  orang  tua  siswa  tidak  sepenuhnya  setuju  dengan
kehadiran  siswa  berkebutuhan  khusus  belajar  bersama  dengan  anak
mereka  di  sekolah,  dan  belum terbinanya  kerjasama  dengan  kemitraan
pihak lain.
Berangkat  dari  latar  belakang  tersebut,  peneliti  tertarik  untuk
melakukan sebuah studi evaluatif deskriptif pada layanan penyelenggaraan
pendidikan inklusif di Kota Surabaya. Penelitian ini akan difokuskan pada
jenjang  sekolah  menengah  pertama  (SMP)  penyelenggara  pendidikan
inklusif.  Model  evaluasi  yang akan dipakai  dalam penelitian ini  adalah
CIPP (Context evaluatin, input evaluation, process evaluation and product
evaluation) yang dikembangkan oleh Stufflebeam,(1967). Evaluasi model
CIPP  dipilih  karena  merupakan  kerangka  yang  komprehensif  untuk
mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap
objek  program,  proyek,  personalia,  produk,  institusi  dan  sistem.  Model
evaluasi  ini  dipakai  secara  meluas  diseluruh  dunia  dan  dipakai  untuk
mengevaluasi  berbagai  disiplin  ilmu  dan  layanan  misalnya  pendidikan,
perumahan, pengembang dan masyarakat.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mencermati  aspek-aspek  kunci
dalam  layanan  pendidikan  bagi  semua  termasuk  bagi  peserta  didik
berkebutuhan  khusus  yang  diselenggarakan  di  sekolah  reguler  secara
inklusif. Tujuan lainnya yaitu untuk mendapatkan informasi yang
komprehensip  terhadap  efektifitas  pelaksanaan  dan
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keberhasilan  program  pendidikan  inklusif  di  sekolah
penyelenggara dengan mendeskripsikan dan menilai setiap
komponen  konteks,  input,  proses  dan  produk  untuk
dibandingkan dengan kriteria penyelenggaraan pendidikan
inklusif  yang  telah  ditetapkan  serta  untuk  memberikan
rekomendasi  kepada pemberi  keputusan untuk perbaikan
program yang diselenggarakan.
1.2 Fokus Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, fokus masalah dalam penelitian
ini  adalah  mengkaji  secara  mendalam  atau  studi  evaluatif  terhadap
pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang sudah dilakukan di
Sekolah  Menengah  Pertama  Negeri  di  kota  Surabaya.  Menggunakan
model  CIPP yang  dikembangkan  oleh  Stufflebeam  yang  terdiri  dari  4
komponen  yaitu  Context  Evaluation,  Input  Evaluation,  Process
Evaluation, dan Product Evaluation yang saling berkaitan. Penelitian ini
akan  dilakukan  di  2  Sekolah  Menengah  Pertama yaitu  SMPN 5,   dan
SMPN 28 Surabaya.
1.3 Pertanyaan Penelitian
Pertanyaan  penelitian  berdasarkan  fokus  masalah  diatas  sebagai
berikut:
1.3.1 Bagaimanakah evaluasi kontek (Contect Evaluation) pada sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Surabaya ?
1.3.2 Bagaimanakah evaluasi masukan (Input Evaluation) pada sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Surabaya ?
1.3.3 Bagaimanakah evaluasi proses (Process Evaluation) pada sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Surabaya ?
1.3.4 Bagaimanakah evaluasi produk (Product Evaluation) pada sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Surabaya ?
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1.4 Tujuan Penelitian
1.4.1 Tujuan Umum
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk
memperoleh  gambaran  tentang  implementasi  pendidikan  inklusif
dalam  mengoptimalkan  layanan  pendidikan  untuk  peserta  didik
berkebutuhan  khusus  di  Sekolah  Menengah  Pertama  di  Kota
Surabaya.
1.4.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut :
1.4.2.1 Untuk  mendeskripsikan  hasil  evaluasi  konteks  (Contect
Evaluation) penyelenggara pendidikan inklusi di Sekolah
Menengah Pertama Kota Surabaya
1.4.2.2 Untuk  mendeskripsikan  hasil  evaluasi  masukan  (Input
Evaluation) penyelenggara pendidikan inklusi di Sekolah
Menengah Pertama Kota Surabaya
1.4.2.3 Untuk  mendeskripsikan  hasil  evaluasi  proses  (Process
Evaluation) penyelenggara pendidikan inklusi di Sekolah
Menengah Pertama Kota Surabaya
1.4.2.4 Untuk  mendeskripsikan  hasil  evaluasi  produk  (Product
Evaluation) penyelenggara pendidikan inklusi di Sekolah
Menengah Pertama Kota Surabaya
1.5 Manfaat Penelitian
Adapun  manfaat  penelitian  ini  dapat  bermanfaat  baik  secara
teoritis maupun paktis sebagai berikut :
1.5.1 Manfaat Teoritis
Secara  teoritis,  Peneliti  berharap  penelitian  ini  dapat  menjadi
rujukan  dan  tambahan  kajian  teoritis  bagi  pengembang  ilmu
pengetahuan  khususnya  dalam  bidang  pendidikan  khusus  untuk
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mempelajari implementasi program penyelenggara pendidikan inklusi
pada Sekolah Menengah Pertama.
1.5.2 Manfaat Praktis
1.5.2.1 Dapat  memberikan  gambaran  dan panduan bagi  seluruh
stakeholder sekolah  penyelenggara  pendidikan  inklusi
dalam  mengoptimalkan  perannya  untuk  memberikan
layanan  pendidikan  terbaik  untuk  peserta  didik
berkebutuhan khusus.
1.5.2.2 Dapat  memberikan  gambaran  data  bagi  pemerintah  dan
dinas  pendidikan  tentang  penyelenggaraan  pendidikan
inklusif  di  SMP  Negeri  di  Surabaya  sebagai  bahan
masukan  dalam  pengambilan  kebijakan  tentang
penyelenggaraan pendidikan inklusif.
1.5.2.3 Memberikan  rekomendasi  untuk  peneliti  selanjutnya
terkait evaluasi program penyelenggara pendidikan inklusi
di sekolah menengah pertama dengan  menggunakan
metode  penelitian  yang  lebih  mendalam  agar  semua
permasalahan  pelaksanaan  pendidikan  inklusi  dapat
berkembang lebih baik.
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